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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011

BUPATI BEKASI,

. bahlwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintihan daerah, peru

disusun Rencana Kera Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
penyvusunan RAPBED,

- batwa Rencana Kerja Pemernntah Daerah merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab sebagaimana
taiah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Momor
13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daearah (RPJIMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Karja Pemearintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011,

- Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Dasrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral
{Berita Negara Tahun 1550);

Undang-Undang Nomor 25 Tahur 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megaia Republik Indonesia
Mornor 4421);

. Undang-Undang MNamor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia Nomor 4844

. Undang-Uindang Nomor 33 Tahun 2004 ‘entang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indomesia  Tahun 2004 Momor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Momor 4438);
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Undang-Undang MNomor 17  Tabun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemarintah Nomar 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kera
Pemerintah (Lembaran MNegara Republik indonesia Tahun 2047
Momor 74, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4405);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonasia TEI:'ILII"I 2005
HMoemor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578),

Peratuiran Pemarintah Momor 40 Tahun 2008 tenlang Tata Gara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2006 Momor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tantang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah, Pemarintzhan Dasarah
Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta  (Lembaran
Negara Rspublik Indonesia Tahun 2007 MNomor B2 Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727

Peraturan Presiden Momor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2008

. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nemor 13 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pengelolasn Keuangan Daersh sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengalolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomer 1 Tahun 007 tertang

Fekok-pokak  Pengelalaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1%

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 13 Tahun 2007 tentang
Rencana Fembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun
<007-2012 {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomar
13}

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 7):

Peraturan Bupati Bekasi Nomer 13 Tahun 2007 lentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Dasrah {Barila
Daerah Kabupaten Bekasi Tabun 2007 Momar 13}



MEMUTUSKAN:

Menatapkan . PERATURAN BUPATI BEKAS|I TENTANG FENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010.

Pasal 1

{1} Rencana Kerja Pemerintah Daersh {RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2011 adalah
Dokumen perencanaan Daerah untux periods 1 [(salu) tahun, yang dimuial dan tanggal 1
Januar sampai dengan 31 Desember 2011,

{2} RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penjabaran dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)} Kabupalen
Bekasi Tahun 2007-2012 dan mengacyu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kefja dan pendanaannya, baik yang diaksanakan langsung
oleh Pﬂtﬂmh Daerah maupun yang ditempuh dengan merdorong partisipasi
masyarakat.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 bertujuan untuk menciplaken sinergitas pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar seklor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan sera mewujudkan efisiens! alokasi sumber daya dalam pembangunan
caarah,

{2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 berfungsi sebagai :
a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kera Perangkat Daerzh {Renja-SKPD)
Tahun 2011;
b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Priarites dan Plafon Anggaran
Sementara (FPAS) dan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2041,

Pazai 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ay‘aysl} huruf a, SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 untuk |
a. Penyusunan Rancangan Akhr Renja-SKPD Tahun 2011 ditetapka
i Ak : yang ditetapkan dengan
b. Bahan penyusunan Rencana Kera dan Anggaran Satuan Kera Perangkat Daerah (RKA-
SKPD} Tahun 2011 dengan memperhatikan petunjuk teknis, stanc'ar blaya dan standar
harga barang/fjasa yarg telzh ditetapkan.

Pasal 4
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan panelaghan

:c:ﬂhp;agap Rancangan Akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiznnya dengan RKPD dan Renstra

Pasal 5

1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelemnya
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(2} Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). ;
{3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan

RKPD Tahun 2012.

Pasal &

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 sebagalmana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paraturan ini.

Pasal 7

Paraturan ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sefiap orang dapat mengetahiinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
menampatkannya dalam Berila Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2040

EUPATI BEKASI
ttdd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

PoADANGTILAB A
H. DADANG MULYADI

-
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{2} Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluas:
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)
(3} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan

REFD Tahur 2012,

Pasal 6

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar peraturan ini

Paszal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sefiap orang dapal mengetabuinya, memerintahkan pengundangan peraturan it dengan
menampatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekas:.

Ditetapkan i Bekas:
pada tanggal 30 Juni 2010

PATI BEKASI
e
ttdd.

7’ H. SA'DUDDIN
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 30 Jumi 20w

G)Ysﬁxnsmms DAERAH KABUPATEN EEHASI.%“_
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i
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{2} Fepata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluas
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1).

{3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan
REPD Tahun 2012

Pasal &
Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011 ssbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai beraku pada fanggal dundangkan,

Agar sefiap orang dapal mangelahuinys, memerintabkan pengundangan peraturan ini dengan
menampatkannya dalam Boerita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Bakaszi
pada tanggal 30 Juni 2010

BUPATI BEKASI
.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 50 Jeni soin

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H?EAWW |
=
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